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BAB IV 
PENUTUP 
 
1.1 KESIMPULAN 
Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan 
terbesar untuk pendapatan daerah masing-masing, karena itu sangat penting untuk 
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk mengetahui 
siapa yang menjadi Objek dan Subjek Pajak, pihak Dinas Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah bisa menentukan langsung siapa yang menjadi Objek dan Subjek 
Pajak yaitu selama ada orang atau kuasa yang mendapatkan manfaat dari Bumi 
dan Bangunan maka dia dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan 
di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang banyak Wajib 
Pajak yang mengalami keluhan tentang terlalu besarnya Nilai Jual Objek Pajak 
Bumi dan Bangunan yang telah ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Semarang kepada Wajib Pajak, banyak wajib pajak yang belum 
mengatahui bagaimana caranya untuk mengajukan Keberatan Pajak Bumi dan 
Bangunan dan penyelesaiannya, sementara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Semarang membuat peraturan untuk Wajib pajak bisa mengajukan 
keberatan bayar pajak bumi dan bangunan hal itu dilakukan semata-mata hanya 
untuk melihat kepatuhan dari wajib pajak tersebut.  
 
1.2 SARAN  
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang harus 
melakukan sosialisasi semua peraturan yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah agar Wajib Pajak mengerti apa yang diinginkan oleh Dinas 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, jika Wajib Pajak mengetahui peraturan 
yang berlaku dengan jelas dan benar maka banyak masyarakat yang sadar betapa 
pentingnya membayar pajak. 
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